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Abstract. The digitalization of tax administration has become one of the Indonesian government's strategic 

initiatives to improve efficiency, transparency, and taxpayer compliance. However, the implementation of digital 

tax systems among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly distributor-sector MSMEs in 

Batam City, still faces various administrative and technical challenges. This study aims to examine the 

experiences, risk perceptions, and adaptation strategies of distributor MSME actors in responding to the 

digitalization of tax administration following the implementation of the Harmonization of Tax Regulations Law 

(UU HPP). The research employed a qualitative approach using a phenomenological method. Data were 

collected through in-depth interviews with seven distributor MSME owners in Batam City who had utilized digital 

tax systems such as e-Filing and Coretax. The findings indicate that most business actors still experience 

limitations in technical understanding, concerns regarding reporting errors, and difficulties adapting to changes 

in digital tax systems and regulations. To address these challenges, MSME actors developed several adaptation 

strategies, including the use of tax consultants, hybrid manual-digital bookkeeping systems, and informal 

assistance through the internet and business networks. This study highlights that the success of tax digitalization 

requires a more adaptive approach, stable systems, and policies that are aligned with the characteristics of local 

MSMEs. 
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Abstrak. Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasi sistem perpajakan digital 

pada tingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor distributor di Kota Batam, masih 

menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman, 

persepsi risiko, serta strategi adaptasi pelaku UMKM distributor dalam menghadapi digitalisasi administrasi 

perpajakan pasca penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam terhadap tujuh pelaku UMKM distributor di Kota Batam yang telah menggunakan sistem perpajakan 

digital seperti e-Filing dan Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih 

mengalami keterbatasan pemahaman teknis, kekhawatiran terhadap kesalahan pelaporan, serta kesulitan 

beradaptasi dengan perubahan sistem dan regulasi perpajakan digital. Untuk mengatasi kendala tersebut, pelaku 

UMKM mengembangkan berbagai strategi adaptasi, seperti penggunaan jasa konsultan pajak, pencatatan hybrid 

antara manual dan digital, serta pencarian bantuan informal melalui internet dan relasi usaha. Penelitian ini 

menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, stabil, dan 

sesuai dengan karakteristik UMKM di tingkat lokal. 

 

Kata kunci: Digitalisasi Administrasi Pajak; Fenomenologi; Kebijakan Perpajakan; Kepatuhan Pajak; UMKM. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Transformasi teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong 

perubahan signifikan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) terus mengembangkan berbagai layanan perpajakan berbasis digital seperti e-

Filing, e-Billing, dan e-Faktur sebagai bagian dari modernisasi administrasi fiskal nasional 

(OECD, 2020). Penguatan sistem digital perpajakan semakin dipertegas melalui Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 
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2021) yang menekankan integrasi teknologi dalam pengelolaan perpajakan untuk 

meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak (Belahouaoui & 

Attak, 2025). Dalam implementasinya, kebijakan digitalisasi perpajakan juga mulai diarahkan 

secara lebih luas kepada sektor UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat kepatuhan 

pajak pada usaha berskala kecil (Maharani, 2025). 

UMKM memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya 

pada sektor distribusi yang berfungsi menghubungkan produsen dengan pasar (Tambun & 

Kopong, 2017). Dibandingkan sektor usaha lainnya, UMKM distributor memiliki karakteristik 

operasional yang lebih kompleks, seperti tingginya volume transaksi, pengelolaan arus barang, 

serta administrasi faktur yang berkaitan langsung dengan sistem Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Kondisi tersebut menyebabkan UMKM distributor menjadi salah satu sektor yang 

paling terdampak oleh implementasi digitalisasi perpajakan dan lebih rentan menghadapi risiko 

administratif maupun kesalahan pelaporan pajak (Adel, 2024) 

Walaupun digitalisasi perpajakan bertujuan menyederhanakan proses administrasi, 

pelaksanaannya pada UMKM distributor masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan 

operasional. Pelaku usaha kerap mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi perpajakan 

digital, pengelolaan faktur elektronik, serta proses pelaporan berbasis sistem online. Selain itu, 

rendahnya literasi teknologi dan ketergantungan terhadap kestabilan infrastruktur digital turut 

menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem tersebut (Dom et al., 2022) . Pada UMKM 

dengan sumber daya manusia dan sistem pencatatan yang terbatas, digitalisasi perpajakan 

justru sering dipersepsikan meningkatkan beban administrasi dan potensi kesalahan pelaporan 

(Night & Bananuka, 2020).  

Selain kendala teknis, digitalisasi perpajakan juga menimbulkan tantangan psikologis 

dan sosial dalam pelaksanaannya. Sebagian pelaku UMKM distributor merasa khawatir 

terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan yang dapat menimbulkan sanksi 

administratif. Kekhawatiran lain juga muncul terkait keamanan data transaksi serta persepsi 

bahwa sistem digital bersifat terlalu formal dan kurang memberikan ruang komunikasi 

langsung sebagaimana layanan tatap muka dengan petugas pajak (Yuniarta & Purnamawati, 

2020). Perubahan regulasi perpajakan yang dinilai cukup dinamis semakin memperkuat 

persepsi risiko dan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha kecil (Awasthi et al., 2019).  

Dalam praktiknya, respons pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan digital tidak 

hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis dan pemahaman regulasi, tetapi juga oleh kebiasaan 

kerja, pola interaksi bisnis, dan budaya usaha yang berkembang dalam aktivitas sehari-hari. 

Karakter sistem digital yang cenderung terstandarisasi dan prosedural sering kali berbenturan 
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dengan pola kerja UMKM yang lebih fleksibel dan informal (World Bank, 2022). Selain itu, 

kajian mengenai digitalisasi perpajakan masih cenderung berfokus pada aspek teknologi dan 

kebijakan fiskal, sehingga pengalaman subjektif pelaku usaha dalam menghadapi proses 

adaptasi digital masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya (OECD, 2020). 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaku UMKM distributor tidak hanya 

menjadi objek kebijakan digitalisasi perpajakan, tetapi juga secara aktif membangun berbagai 

strategi adaptasi untuk menghadapi risiko kepatuhan dan ketidakpastian sistem digital (Akbar 

& Amir, 2024). Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya memahami 

pengalaman subjektif pelaku UMKM dalam berinteraksi dengan sistem administrasi 

perpajakan digital serta bagaimana mereka memaknai perubahan tersebut dalam aktivitas usaha 

sehari-hari (La Baaji & Serpian, 2026). 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Digitalisasi Administrasi Perpajakan  

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari proses modernisasi sistem 

fiskal yang bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, transparansi administrasi, dan kepatuhan 

wajib pajak. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai layanan perpajakan digital 

seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur untuk mempermudah proses pelaporan dan 

pembayaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Selain itu, (OECD, 2020) menjelaskan 

bahwa transformasi administrasi perpajakan digital menjadi strategi penting dalam 

meningkatkan integrasi data perpajakan dan efektivitas pengawasan fiskal. Namun, 

keberhasilan implementasi sistem digital tersebut sangat bergantung pada kesiapan pengguna, 

terutama UMKM yang masih menghadapi keterbatasan literasi teknologi dan pencatatan 

administrasi usaha (Chhillar et al., 2025) 

Kepatuhan Pajak UMKM 

Kepatuhan pajak pada UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman 

terhadap regulasi, persepsi terhadap sistem perpajakan, serta kemudahan penggunaan layanan 

administrasi pajak. Kompleksitas administrasi perpajakan dan rendahnya pemahaman 

perpajakan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM 

(Tambun & Kopong, 2017). Selain itu, faktor psikologis seperti kekhawatiran terhadap sanksi 

administratif dan ketidakpastian regulasi juga memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. 

(Yuniarta & Purnamawati, 2020) menyatakan bahwa persepsi risiko dan ketidakpastian 

regulasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan digital. 

Di sisi lain, (World Bank, 2022) juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha kecil 
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berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan terhadap kualitas layanan dan sistem administrasi 

perpajakan pemerintah. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai administrasi perpajakan digital umumnya berfokus pada hubungan 

antara transformasi sistem perpajakan digital dan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya 

pada konteks implementasi e-tax system dan digital compliance management (Muttiwijaya et 

al., 2025) Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

menekankan hubungan antar variabel, seperti pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, persepsi kemudahan penggunaan sistem, serta efektivitas administrasi 

perpajakan digital (Maharani, 2025). Selain itu, penelitian terdahulu cenderung lebih banyak 

membahas aspek teknologi, kualitas sistem, dan kebijakan fiskal dibandingkan pengalaman 

subjektif pelaku usaha dalam menghadapi digitalisasi perpajakan dan dinamika adaptasi 

administratif pada level operasional UMKM Serpian, (2026) Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi untuk memahami secara lebih mendalam 

pengalaman, persepsi, dan strategi adaptasi pelaku UMKM distributor terhadap sistem 

administrasi perpajakan digital. 

Kerangka Konseptual 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

Penelitian ini memandang digitalisasi administrasi perpajakan sebagai konteks utama 

yang membentuk pengalaman pelaku UMKM sektor distributor dalam menjalankan kewajiban 

perpajakan. OECD (2020) menjelaskan bahwa transformasi administrasi perpajakan digital 

tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan pola interaksi antara 

wajib pajak dan sistem administrasi fiskal. Interaksi dengan sistem pajak digital menghasilkan 

berbagai pengalaman yang kemudian memengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap risiko 

kepatuhan dan ketidakpastian regulasi. Menurut (Gignac et al., 2023) persepsi terhadap risiko 

administratif dan ketidakpastian regulasi dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak 

dalam sistem perpajakan digital. 



 
E-ISSN: 2963-4830; P-ISSN: 2963-6035, Hal 01-11 

 
 

Persepsi tersebut selanjutnya mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan 

berbagai strategi adaptasi, baik formal maupun informal, dalam menghadapi tuntutan sistem 

perpajakan digital. (Dom et al., 2022) menyatakan bahwa pelaku usaha kecil di negara 

berkembang cenderung membangun strategi adaptasi berbasis pengalaman praktis, bantuan 

pihak ketiga, dan pola kerja informal dalam menghadapi kompleksitas administrasi digital. 

Dengan demikian, respons pelaku UMKM terhadap digitalisasi pajak dipahami sebagai proses 

yang dinamis, yang terbentuk dari hubungan antara sistem, pengalaman, persepsi, dan tindakan 

adaptif. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk 

memahami pengalaman subjektif (lived experiences) pelaku UMKM dalam menghadapi 

digitalisasi administrasi perpajakan. Pendekatan fenomenologi digunakan karena mampu 

menggali makna pengalaman individu terhadap suatu fenomena sosial secara mendalam 

(Moleong, 2018). Penelitian dilakukan pada pelaku UMKM sektor distributor yang aktif 

menjalankan kewajiban perpajakan digital. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian 

(Sugiyono, 2017) purposive sampling merupakan teknik penentuan informan berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Penelitian melibatkan tujuh informan dari sektor UMKM distributor di Kota Batam. 

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang 

berfokus pada pengalaman penggunaan sistem pajak digital, tantangan yang dihadapi, serta 

strategi adaptasi yang dilakukan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih rinci mengenai pengalaman dan persepsi informan terhadap fenomena 

yang diteliti (Moleong, 2018). Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan 

reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi makna pengalaman informan. Analisis data 

kualitatif dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola dan makna dari hasil wawancara 

yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2017) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengalaman Pelaku UMKM terhadap Sistem Pajak Digital 

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku UMKM distributor telah 

menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital dalam aktivitas usahanya. 

Namun, pemahaman terhadap mekanisme penggunaan aplikasi perpajakan masih belum 
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sepenuhnya dikuasai secara mandiri. Sebagian besar responden mengaku lebih nyaman 

menggunakan bantuan konsultan pajak atau staf administrasi ketika melakukan pelaporan 

pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyesuaian terhadap sistem perpajakan 

digital masih berlangsung secara bertahap pada sektor UMKM. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian (Sam-Abugu et al., 2025) yang menjelaskan bahwa keterbatasan literasi digital 

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan adaptasi usaha kecil terhadap sistem 

administrasi berbasis teknologi. 

Walaupun masih menghadapi berbagai keterbatasan, beberapa responden menganggap 

sistem perpajakan digital memberikan manfaat tertentu dibandingkan metode administrasi 

sebelumnya. Andrew menjelaskan bahwa sistem digital membantu mempercepat proses 

pelaporan karena beberapa perhitungan telah dilakukan otomatis oleh aplikasi. (OECD, 2020), 

penerapan digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data 

dan mempercepat proses administrasi fiskal. Namun demikian, sebagian responden tetap 

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem menuju Coretax yang 

dianggap masih sering mengalami gangguan teknis. 

Sebagian besar informan juga menyampaikan keluhan terkait performa teknis sistem 

perpajakan digital yang dinilai belum stabil. Ko Elbert menjelaskan bahwa proses input data 

sering mengalami error sehingga pengguna harus mengulang proses pengisian beberapa kali. 

Responden lain juga mengungkapkan pengalaman serupa, terutama pada periode pelaporan 

pajak ketika sistem menjadi lambat atau sulit diakses. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

transformasi digital perpajakan masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan kualitas 

sistem yang lebih baik agar dapat digunakan secara optimal oleh pelaku UMKM. (OECD, 

2020) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan sangat dipengaruhi 

oleh stabilitas sistem dan kualitas pengalaman pengguna (user experience). 

Persepsi Risiko dan Ketidakpastian Regulasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki 

kekhawatiran terhadap kemungkinan kesalahan dalam penggunaan sistem perpajakan digital. 

Kekhawatiran tersebut muncul karena sistem dianggap cukup kompleks dan regulasi 

perpajakan sering mengalami perubahan. Beberapa responden mengaku takut melakukan 

kesalahan input data atau pelaporan yang dapat berdampak pada sanksi administratif. (Bai, 

2023) menjelaskan bahwa persepsi risiko dapat memengaruhi perilaku individu dalam 

pengambilan keputusan administratif maupun keuangan.  
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Temuan serupa juga dijelaskan oleh (World Bank, 2022) yang menyatakan bahwa 

digitalisasi administrasi perpajakan pada usaha kecil sering memunculkan rasa tidak pasti 

akibat keterbatasan kesiapan pengguna terhadap sistem digital. Hampir seluruh responden 

dalam penelitian ini mengaku pernah merasa khawatir terhadap kemungkinan kesalahan input 

data, ketidaksesuaian pelaporan, maupun potensi sanksi administratif dalam penggunaan 

sistem perpajakan digital.  

Pak Harun menyatakan bahwa pelaporan pajak secara online terasa lebih 

mengkhawatirkan dibandingkan sistem sebelumnya karena kurang memahami mekanisme 

aplikasi perpajakan digital. Ko Elbert juga mengungkapkan bahwa bahkan konsultan pajak pun 

terkadang tidak dapat memberikan kepastian penuh terhadap interpretasi sistem dan aturan 

perpajakan terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian tidak hanya dirasakan pelaku 

UMKM, tetapi juga pihak profesional yang membantu mereka menjelaskan bahwa 

ketidakjelasan regulasi dan rendahnya pemahaman sistem digital dapat meningkatkan persepsi 

risiko kepatuhan pada wajib pajak. 

Beberapa informan menilai bahwa perubahan regulasi perpajakan berlangsung cukup 

cepat sehingga sulit diikuti oleh pelaku usaha kecil. Gale Force menjelaskan bahwa perubahan 

aturan maupun permintaan dokumen tambahan sering muncul secara tiba-tiba dan memerlukan 

penyesuaian administrasi yang tidak sederhana. Selain itu, responden juga merasa bahwa 

kewajiban perpajakan tetap berjalan meskipun kondisi usaha sedang mengalami penurunan. 

(World Bank, 2022) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan yang terlalu cepat dapat 

meningkatkan beban adaptasi administratif pada usaha kecil dan menengah. 

Meskipun sebagian responden menilai kebijakan pajak UMKM relatif membantu 

melalui tarif pajak yang lebih ringan, muncul persepsi bahwa sistem perpajakan digital masih 

belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi operasional usaha kecil. Temuan ini 

memperlihatkan bahwa persepsi keadilan fiskal menjadi faktor penting dalam membentuk 

tingkat kepercayaan dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan digital. 

Menurut (OECD, 2020), tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi 

perpajakan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kepatuhan pajak berbasis 

digital. 

Strategi Adaptasi Pelaku UMKM terhadap Digitalisasi Pajak 

Dalam menghadapi berbagai kendala administrasi perpajakan digital, pelaku UMKM 

membangun beberapa bentuk strategi adaptasi yang dianggap paling praktis. Strategi yang 

paling banyak dilakukan adalah menggunakan bantuan konsultan pajak untuk membantu 

proses pelaporan dan administrasi perpajakan. Sebagian responden merasa bahwa keberadaan 
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konsultan membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi dan mempermudah 

pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan. (Belahouaoui & Attak, 2025) 

menjelaskan bahwa pelaku usaha kecil di negara berkembang cenderung bergantung pada 

bantuan pihak ketiga dalam menghadapi sistem administrasi digital yang kompleks. Bagi 

sebagian responden, keberadaan konsultan pajak dianggap mampu mengurangi risiko 

kesalahan administrasi dan membantu memahami perubahan regulasi perpajakan. 

Selain menggunakan bantuan konsultan, beberapa responden masih mempertahankan 

pencatatan manual sebagai bentuk kontrol tambahan terhadap data usaha mereka. Andrew 

menjelaskan bahwa pencatatan manual tetap dilakukan untuk memastikan kesesuaian data 

sebelum diinput ke dalam sistem digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses digitalisasi 

administrasi perpajakan pada UMKM belum sepenuhnya menggantikan metode administrasi 

konvensional. (Adel, 2024) menjelaskan bahwa pada tahap awal transformasi digital, usaha 

kecil cenderung mempertahankan sistem manual sebagai bentuk mitigasi risiko administrasi. 

Sebagian besar responden juga mengaku sering mencari bantuan secara informal 

melalui internet, relasi usaha, maupun petugas pajak ketika mengalami kesulitan dalam 

penggunaan sistem perpajakan digital. Meskipun demikian, responden menilai bahwa edukasi 

dan panduan resmi yang tersedia masih belum cukup sederhana dan praktis bagi pelaku 

UMKM. Andrew bahkan mengusulkan adanya fitur AI chatbot dalam sistem perpajakan agar 

pengguna dapat memperoleh bantuan secara cepat dan mudah dipahami. (Al-Sharafi et al., 

2025) menjelaskan bahwa dukungan layanan bantuan digital yang responsif memiliki peran 

penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pengguna terhadap sistem berbasis 

teknologi. 

Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaku UMKM tidak 

sepenuhnya pasif dalam menghadapi digitalisasi perpajakan. Pelaku usaha berupaya 

menyesuaikan diri melalui berbagai strategi sesuai dengan keterbatasan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki. Namun demikian, keberhasilan implementasi digitalisasi 

administrasi perpajakan tetap membutuhkan sistem yang lebih stabil, edukasi yang lebih 

mudah dipahami, serta kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi UMKM di tingkat lokal. 

(OECD, 2020) menegaskan bahwa transformasi administrasi perpajakan digital memerlukan 

dukungan teknologi, kualitas layanan, dan pendekatan kebijakan yang inklusif bagi pelaku 

usaha kecil. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan pada UMKM 

sektor distributor di Kota Batam masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis 

maupun non teknis. Sebagian besar pelaku UMKM telah mengenal sistem perpajakan digital 

seperti e-Filing dan Coretax, namun keterlibatan langsung dalam penggunaannya masih rendah 

akibat kompleksitas sistem, keterbatasan literasi teknologi, serta kekhawatiran terhadap 

kesalahan pelaporan pajak. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk bergantung pada 

bantuan konsultan pajak atau pihak ketiga dalam menjalankan kewajiban perpajakan. 

Selain itu, penelitian menemukan bahwa pelaku UMKM memiliki persepsi 

ketidakpastian terhadap regulasi perpajakan yang dinilai sering berubah dan kurang 

mempertimbangkan kondisi usaha kecil. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pelaku usaha 

mengembangkan berbagai strategi adaptasi, seperti penggunaan jasa konsultan, pencatatan 

hybrid antara manual dan digital, serta pencarian bantuan informal melalui internet dan relasi 

usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya 

bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kemampuan sistem dan kebijakan untuk 

menyesuaikan diri dengan karakteristik serta kebutuhan UMKM di tingkat lokal. 

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan stabilitas 

sistem perpajakan digital serta menyediakan edukasi dan pendampingan yang lebih sederhana, 

praktis, dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Selain itu, diperlukan pengembangan 

layanan bantuan digital yang lebih responsif agar pelaku usaha dapat memperoleh solusi secara 

cepat ketika menghadapi kendala teknis maupun administratif. 

Bagi pelaku UMKM, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap sistem administrasi 

perpajakan digital agar ketergantungan terhadap pihak ketiga dapat dikurangi secara bertahap. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah informan dan membandingkan 

pengalaman UMKM dari sektor usaha lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai dampak digitalisasi perpajakan di Indonesia. 
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